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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran sumpah jabatan
oleh kepala daerah di Indonesia menunjukkan lemahnya integritas dan akuntabilitas
pejabat publik. Berbagai kasus korupsi dan pelanggaran etika membuktikan bahwa
sumpah jabatan sering kali hanya dipahami sebagai formalitas administratif dan
belum mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, sumpah jabatan
kepala daerah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk komitmen
moral, hukum, dan konstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sumpah
jabatan kepala daerah dalam perspektif ketatanegaraan dan figih siyasah guna
memahami makna dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep sumpah jabatan politik
kepala daerah dalam perspektif ketatanegaraan dan figih siyasah serta mengkaji
konsekuensi hukum terhadap pelanggaran sumpah jabatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait,
kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan,
sumpah jabatan kepala daerah merupakan syarat konstitusional yang mengikat
secara hukum dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara
itu, dalam figih siyasah, sumpah jabatan dipandang sebagai amanah dan ba’iat yang
harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, negara, dan masyarakat.
Pelanggaran terhadap sumpah jabatan dapat menimbulkan konsekuensi
administratif, politik, pidana, serta sanksi moral dan keagamaan. Dengan demikian,
sumpah jabatan tidak hanya memiliki dimensi formal yuridis, tetapi juga dimensi
etik dan spiritual sebagai dasar integritas kepala daerah dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan.
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ABSTRACT

The thesis with the title "Constitutional Analysis in the Oath of Political Position of
Regional Heads Reviewed in Figh Siyasah " was written by Windi Rahma Ananta,
Student ID Number 1860103221099, Constitutional Law Study Program, Faculty
of Sharia and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, under the
supervision of Dr. Ahmadi Abdul Shomad F. N., M.H.

Keywords: Oath of Political Office of Regional Heads, Constitution, Figh
Siyasah

This research is motivated by the The phenomenon of violating the oath of
office by regional heads in Indonesia shows the weak integrity and accountability
of public officials. Various cases of corruption and ethical violations prove that the
oath of office is often only understood as an administrative formality and has not
been able to prevent the abuse of power. In fact, the juridical oath of office of
regional heads has been regulated in Article 61 paragraph (2) of Law Number 23 of
2014 concerning Regional Government as a form of moral, legal, and constitutional
commitment. Therefore, this study examines the oath of office of regional heads
from the perspective of constitutional and figh siyasah in order to understand the
meaning and legal consequences of their violation.

This research aims to analyze the concept of the oath of political office of
regional heads from the perspective of constitutional and figh siyasah and examine
the legal consequences of the violation of the oath of office.

This research uses normative legal research methods with a legislative
approach and a conceptual approach. Legal materials are obtained from laws and
regulations, books, journals, and related literature, then analyzed descriptive-
analytically using deductive methods.

The results of the study show that from a constitutional perspective, the oath
of office of the regional head is a legally and morally binding constitutional
requirement in the implementation of local government. Meanwhile, in figh
siyasah, the oath of office is seen as a mandate and ba'iat that must be accounted
for to Allah SWT, the state, and society. Violations of the oath of office can have
administrative, political, criminal, and moral and religious consequences. Thus, the
oath of office not only has a formal juridical dimension, but also an ethical and
spiritual dimension as the basis for the integrity of regional heads in exercising
government power.
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